
Pemkab  Bombana  dan  Kanwil
DJPb  Sultra  Bentuk  Forum
Pengelolaan Keuangan Negara
Bombana, sultranet.com  –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi
menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan keuangan negara di
daerah.  Kesepakatan  ini  ditandai  dengan  penandatanganan  Memorandum  of
Understanding (MoU) oleh Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto,
M.Si, dan Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., di Ruang Rapat Measa
Laro Kantor Bupati Bombana. Kamis (6/2/2025)

MoU  ini  mengatur  tentang  pembentukan  Forum  Koordinasi  Pengelolaan
Keuangan Negara (FKPKN) Kabupaten Bombana sebagai wadah komunikasi dan
koordinasi  dalam  tata  kelola  keuangan  daerah.  Forum  ini  bertujuan  untuk
meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran, memastikan transparansi, serta
mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  berbagai  kendala  dalam  pengelolaan
keuangan  negara  di  tingkat  daerah.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menekankan pentingnya sinergi antara
pemerintah  daerah  dan  Kementerian  Keuangan  dalam pengelolaan  keuangan
negara yang efisien dan akuntabel.

“Kami  berharap  FKPKN  dapat  menjadi  solusi  dalam  mengoptimalkan
pemanfaatan dana pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Dengan adanya
forum ini, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih terarah dan sesuai dengan
prinsip tata kelola yang baik,” ujar Edy Suharmanto.
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Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menjelaskan bahwa forum
ini akan berfungsi sebagai ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan keuangan yang lebih efektif.

“FKPKN  akan  menjadi  platform  diskusi  yang  memungkinkan  pemangku
kepentingan  untuk  mencari  solusi  terhadap  berbagai  tantangan  dalam
pengelolaan  anggaran.  Kami  ingin  memastikan  bahwa  setiap  rupiah  yang
digunakan  benar-benar  memberi  manfaat  bagi  masyarakat,”  kata  Syarwan.

Kegiatan penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat dari Kanwil
DJPb Sultra dan perwakilan dari Pemkab Bombana. Mereka turut memberikan
masukan terkait strategi yang dapat diterapkan dalam optimalisasi pengelolaan
anggaran, termasuk penguatan sistem pelaporan dan pengawasan keuangan.

Pembentukan  FKPKN  Kabupaten  Bombana  menjadi  langkah  strategis  dalam
meningkatkan  kualitas  pengelolaan  anggaran  pemerintah  di  daerah.  Dengan
adanya  forum  ini,  diharapkan  penggunaan  keuangan  negara  dapat  lebih
transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga dapat mendukung percepatan
pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.


